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Febri Diansyah

Sjamsul Nursalim dan istri, belum dapat 
konfi rmasi kenapa tidak  hadir

Pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul 
Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim mangkir untuk menjalani 
pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

SJAMSUL NURSALIM
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Se-
dianya pasangan suami 
istri tersebut akan dikorek 
keterangannya terkait surat 
keterangan lunas (SKL) 
yang diterbitkan Syafrud-
din Arsyad Tumenggung. 
Saat ini Syafruddin telah 
menjadi tersangka terkait 
penerbitan SKL untuk BLBI 
hingga negara mengalami 
kerugian sebesar Rp3,7 
triliun.

“Sjamsul Nursalim dan 
istri, belum dapat konfir-
masi kenapa tidak  hadir,” 
kata Juru Bicara KPK Febri 
Diansyah kepada wartawan, 
Senin (29/5/2017). 

Menurut Febri, saat ini 
pihaknya masih melihat 
itikad baik dan sikap koo-
peratif dari saksi (Sjamsul 
Nursalim) untuk memenuhi 
panggilan hukum oleh KPK. 

Melalui panggilan ini 
saksi dapat menyampai-
kan klarifikasi, data atau 
Informasi yang benar me-
nurut saksi. Termasuk jika 
dikatakan semua kewajiban 
sebenarnya sudah dilunasi. 
Oleh karena itu KPK masih 

menunggu klarifi kasi dari 
Sjamsul Nursalim dan istri.

Febri menuturkan, KPK 
memanggil Sjamsul Nursal-
im dan istrinya, Itjih Nur-
salim, atas hasil kerja sama 
dengan Corrupt Practices 
Investigation Burea (CPIB) 
atau Komisi Pemberantasan 
Korupsi Singapura. Karena 
pasangan suami - istri ter-
sebut sudah lama tinggal di 
Singapura. 

“Dalam melakukan 
panggilan, KPK bekerja-
sama dengan CPIB untuk 
menyampaikan surat pang-
gilan ke alamat saksi di 
Singapura,” tegasnya.

Tidak Mengetahui
Maqdir Ismail, kuasa 

hukum Sjamsul Nursalim 
mengakui tidak mengetahui 
adanya pemanggilan KPK 
terhadap kliennya. Oleh 
karena itu Maqdir mengaku 
tidak mengetahui apakah 
kliennya hadir atau tidak 
di KPK.

“Saya sendiri tidak tahu 
adanya panggilan terhadap 
Bapak Sjamsul Nursalim. 
Jadi saya tidak tahu apakah 
beliau hadir atau tidak,” 
ujar Maqdir saat dikonfi r-
masi Harian Terbit, Senin 
(29/5/2017).

Sementara saksi lain, 

Staf Khusus Wapres Farid 
Harianto yang juga mantan 
Wakil Ketua Badan Penye-
hatan Perbankan Nasional 
(BPPN), sudah hadir di ge-
dung KPK untuk menjalani 
pemeriksaan. Kasus ini ber-
awal pada Mei 2002. 

Saat itu Syafruddin me-
nyetujui Komite Kebijakan 
Sektor Keuangan (KKSK) 
atas proses litigasi terhadap 
kewajiban obligor menjadi 
restrukturisasi atas kewa-
jiban penyerahan aset oleh 
obligor kepada BPPN sebe-
sar Rp 4,8 triliun.

Namun pada April 2004, 
Syafruddin malah menge-
luarkan surat pemenuhan 
kewajiban atau yang dise-
but SKL (surat keterangan 
lunas) terhadap Sjamsul 
Nursalim selaku pemegang 
saham pengendali Bank 
Dagang Nasional Indonesia 
(BDNI) yang memiliki kewa-
jiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan 
mengacu pada Inpres No-
mor 8 Tahun 2002 yang 
dikeluarkan pada 30 De-
sember 2002 oleh Megawati 
Soekarnoputri, yang saat 
itu menjabat Presiden RI. 
KPK menyebut perbuatan 
Syafruddin menyebabkan 
kerugian keuangan negara 
sebesar Rp 3,7 triliun. 

KPK menduga Syafrudin 
telah menguntungkan diri 
sendiri, orang lain atau kor-
porasi, yang telah menye-
babkan kerugian keuang-
an negara. Sjamsul sudah 
menerima SKL dari BPPN, 
meski baru mengembalikan 
aset sebesar Rp 1,1 triliun, 
dari yang seharusnya Rp 
4,8 triliun. 

BLBI digelontorkan un-
tuk 48 bank yang likuiditas-
nya terganggu pasca krisis 
ekonomi 1998. Bank Indo-
nesia kemudian memberi-
kan pinjaman yang nilainya 
mencapai Rp147,7 triliun. 
Namun berdasarkan audit 
BPK, ada penyimpangan 
sebesar Rp138,4 triliun dari 
BLBI. SKL BLBI sendiri 
dikeluarkan BPPN di era pe-
merintahan Presiden Mega-
wati Soekarnoputri. SKL ini 
dikeluarkan karena banyak 
obligator yang menunggak 
pinjaman terjerat hukum. 

Dalam kasus ini, KPK 
menetapkan Syafruddin 
sebagai tersangka. Dia di-
sangkakan melanggar Pasal 
2 Ayat 1 atau Pasal 3 Un-
dang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana 
Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 
1 ke-1 KUHP.  

 Safari

TERSANGKUT SUAP SKL BLBI

SJAMSUL NURSALIM 
DAN ISTRI MANGKIR 
DIPERIKSA KPK

Jakarta, HanTer - Ke-
menterian Luar Negeri me-
nyatakan pada Senin bahwa 
11 Warga Negara Indonesia 
yang berada di Marawi, Fi-
lipina, tidak terlibat dalam 
insiden baku tembak antara 
tentara Filipina dengan ke-
lompok bersenjata di Kota 
Marawi.

Direktur Perlindungan 
WNI dan Badan Hukum In-
donesia Kementerian Luar 
Negeri Lalu Muhammad 
Iqbal menyatakan pada Se-
nin  (29/5/2017) bahwa 
tidak ada laporan bahwa 
para WNI tersebut terlibat 
konfl ik di kota Marawi.

"Mereka ini adalah ang-
gota Jamaah Tabligh yang 
melakukan khuruj, ber-
dakwah selama 40 hari, di 
Filipina. Kebetulan markas 
JT di Filipina ada di Mara-
wi," kata Iqbal dalam pesan 
singkat yang diterima di 
Jakarta.

Keberadaan para WNI 

itu pun diketahui oleh aparat 
keamanan Filipina karena 
secara resmi mereka telah 
diinfokan dan dilaporkan 
kepada aparat keamanan 
setempat, ucap Iqbal.

Pemerintah Indonesia 
sedang mengupayakan agar 
kesebelas WNI yang kini 
berada di Kota Marawi, Min-
danao, Filipina dapat segera 
dipulangkan ke Tanah Air.

Pada Selasa Malam 
(23/5/2017), Presiden Fili-
pina Rodrigo Duterte mem-
berlakukan darurat militer 
di Mindanao, menyusul 
baku tembak antara tentara 
Filipina dengan kelompok 
bersenjata di Kota Marawi.

Seperti dilaporkan oleh 
media lokal Filipina, me-
ngutip baku tembak terjadi 
ketika polisi dan tentara ber-
gerak untuk melaksanakan 
perintah penahanan seorang 
pemimpin kelompok Abu 
Sayyaf, Isnilon Hapilon.

 Danial

Surabaya, HanTer - Jak-
sa Penuntut Umum (JPU) 
Kejari Surabaya Gusti Putu 
Karmawan menjatuhkan 
tuntutan pidana mati ter-
hadap Hadi Sunarto alias 
Yoyok, terdakwa kasus 
peredaran narkotika jenis 
sabu seberat 50 kilogram.

“Menuntut terdakwa 
Hadi Sunarto dengan pi-
dana mati,” ujar Jaksa Kar-
mawan pada persidangan 
di ruang Tirta Pengadilan 
Negeri Surabaya, Senin 
(29/5/2017).

Jaksa Karmawan men-
jelaskan tuntutan mati ter-
sebut dikarenakan barang 
bukti perkara ini lebih dari 
1 kilgoram.

“Tidak ada alasan yang 
meringankan pada perbu-
atan terdakwa,” ujarnya.

Terdakwa sempat ter-
kejut dengan tuntutan mati 
itu, Namun Hariyanto, 
Ketua majelis hakim yang 
menyidangkan perkara ini 
terlihat memberikan du-
kungan terhadap Mantan 
Napi Nusa Kambangan, 
yang membuatnya kembali 
rileks.

“Itu baru tuntutan jak-
sa, belum putusan, tenang 
saja,” ucap Hakim Hari-
yanto pada terdakwa.

Atas tuntutan tersebut, 
Yoyok melalui tim kuasa 
hukumnya, yakni Didik 
Sungkono mengaku akan 
mengajukan pembelaan 
atau pledoi.

“Saya beri waktu dua 
minggu untuk menyusun 
pembelaan,” ucap Hakim 
Hariyanto sembari me-
ngetukkan palunya sebagai 
tanda berakhirnya persi-
dangan.

Seperti diketahui, Yo-
yok adalah narapidana ka-

sus narkotika yang meng-
huni Lembaga Pemasya-
rakatan Nusa Kambangan.

Terdakwa kembali 
tersangkut kasus serupa 
setelah Reskoba Polres-
tabes Surabaya berhasil 
menggagalkan peredaran 
narkotika dari tangan Aip-
tu Abdul Latief dan Indri 
Rahmawati serta Tri Tor-
riasih alias Susi.

Dari 50 kilogram nar-
koba jenis sabu yang di-
pasok dari Yoyok, Polisi 
hanya berhasil menyita 13 
kilogram sabu saja. Pasal-
nya yang 37 kilogram sabu 
tersebut sudah terjual me-
lalui tangan Abdul Latief 
dan Indri Rahmawati.

Oleh Hakim Pengadil-
an Negeri Surabaya Su-
rabaya, Aiptu Abdul Lati-
ef telah divonis mati dan 
vonis tersebut diperkuat 
Pengadilan Tinggi (PT) 
Surabaya setelah dia meng-
ajukan upaya hukum. Kini 
kasusnya masih dalam 
proses kasasi di Mahkamah 
Agung (MA).

Sementara, Indri Rah-
mawati divonis seumur hi-
dup oleh hakim Pengadilan 
Negeri Surabaya Surabaya, 
tapi oleh Pengadilan Ting-
gi Surabaya diperberat 
menjadi hukuman mati. 
Tak terima atas vonia mati 
tersebut, Indri juga meng-
ajukan kasasi ke MA.

Sedangkan vonis Tri 
Diah Torriasih alias Susi 
malah berbalik, oleh Peng-
adilan Tinggi Surabaya, 
Vonis Susi diturunkan dari 
hukuman mati ke hukum-
an seumur hidup. Turun-
nya vonis tersebut lang-
sung dikasasi oleh Kejari 
Surabaya. 

 Zamzam

JPU Tuntut Mati Terdakwa 
Pengedar Narkoba

11 WNI Tak Terlibat 
Konflik Marawi
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